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PUTUSAN
Nomor 1384/Pdt.G/2021/PA.Pra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rohainilin binti Saprah tanggal lahir 11 Desember 1984, agama Islam,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat
kediaman di Dusun Teratak, Desa Teratak, Kecamatan
Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai
Penggugat;

melawan

Fathurrahman bin Muhamad, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh
Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di
Dusun Lendang Simbe, Desa Mertak Tombok,
Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober

2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari itu

juga dengan register perkara Nomor 1384/Pdt.G/2021/PA.Pra, mengemukakan

hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat
pada tanggal 10-09-2000 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan
Praya dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat Nomor ; 88092/1X/2012 yang di
keluarkan oleh KUA Kecamatan Praya pada tanggal 14/09/2012;
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2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun
sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan
dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Dusun Lendang
Simbe, Desa Mertak Tombok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok
Tengah, selama 21 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
a. Muhamad Yandi Maulana, laki-laki, umur 20 tahun
b. Haekal Rahman Maulana, laki-laki, umur 14 tahun
c. Bintang atha rahman, laki-laki, umur 5 tahun
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan
terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit
didamaikan sejak tahun 2018;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan September 2020;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut
adalah karena:
6.1.Bahwa Tergugat pernah terjadi cekcok dengan Penggugat yang
Menyebabkan Timbul permasalahan antara Penggugat dengan
Tergugat;

6.2.Bahwa Tergugat jarang ada komunikasi kepada Penggugat selama
Tergugat dari tahun 2019-2021;

6.3.Bahwa Tergugat sudah Mencereraikan Penggugat secara Lisan.

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak
bulan September 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun,
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang
karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama,
yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat
tinggal di Dusun Teratak, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara,
Kabupaten Lombok Tengah dan Tergugat Bertempat tinggal di Dusun
Lendang Simbe, Desa Mertak Tombok, Kecamatan Praya, Kabupaten
Lombok Tengah;
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8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun, maka
hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya
karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya
sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara
dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan
lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang
berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun
lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkantalak satu ba'in shughra Tergugat (Fathurrahman bin
Muhamad) terhadap Penggugat (Rohainilin binti Saprah);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan

karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;
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Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Asli Surat Keterangan Berdomisili, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Teratak, tanggal 22 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Majelis Hakim, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian

diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Praya, Nomor

880/92/1X/2012 Tanggal 14 September 2012. Bukti surat tersebut telah

diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi
tanggal dan paraf Ketua Majelis;
B. Bukti Saksi.
Saksi 1, Selamet Riadi bin Yahya, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan
SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Teratak, Desa Teratak,
Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
Paman Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan
suami istri;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
Dusun Lendang Simbe, Desa Mertak Tombok, Kecamatan Praya,
Kabupaten Lombok Tengabh;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga)

orang anak;
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- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
dalam keadaan rukun dan harmonis. Akan tetapi sekitar 2 tahun yang
lalu sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
namun saksi mengetahui bahwa mereka berpisah karena Tergugat telah
menyerahkan Penggugat kepada keluarga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar dua
tahun yang lalu;

- Bahwa selama berpisah hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah
putus komunikasi serta keduanya sudah tidak saling memperdulikan;

- Bahwa Saksi sudah mencoba menasihati Penggugat untuk kembali rukun
dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, Purne binti Amaq Jumaah, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan
Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Teratak, Desa Teratak,
Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
Ibu kandung Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan
suami istri;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
Dusun Lendang Simbe, Desa Mertak Tombok, Kecamatan Praya,
Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga)
orang anak;

- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
dalam keadaan rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak 2 (dua) tahun
yang lalu sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
namun saksi mengetahui bahwa mereka berpisah karena Tergugat telah
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menyerahkan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar dua
tahun yang lalu;

- Bahwa selama berpisah hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah
putus komunikasi serta keduanya sudah tidak saling memperdulikan;

- Bahwa Saksi sudah mencoba menasihati Penggugat untuk kembali rukun
dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Penggugat
telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah
hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil’/kuasanya yang sah
untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan
telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh
suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian haruslah dinyatakan
bahwa Tergugat tidak hadir oleh karenanya perkara a quo harus diputus secara
verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal
untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar Penggugat
rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi
upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
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telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan
Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal
yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan yang disebabkan
antara lain karena Tergugat jarang ada komunikasi kepada Penggugat selama
Tergugat dari tahun 2019-2021 dan Tergugat sudah Mencereraikan Penggugat
secara Lisan. Sejak bulan September 2021 hingga sekarang selama lebih
kurang 1 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak
dibantah karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, namun karena
perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (lex specialis derogat lex
generalis), dimana perkara a quo adalah gugatan perceraian yang disebabkan
adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat dan keduanya sudah sulit untuk
dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di
Indonesia, Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi dari pihak
keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat
dan Majelis Hakim masih membebani pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat
mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Praya
dengan pokok alasannya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi
percekcokkan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, dan telah
ternyata berdasarkan bukti (P.1), telah ternyata Penggugat berdomisili di
wilayah hukum Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.2), maka terbukti bahwa Penggugat
dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh
karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat
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mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini sehingga Penggugat
mempunyai kapasitas atau legal standing sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 dan P.2 serta berdasarkan
ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta
Penjasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa Pengadilan Agama Praya baik secara absolut maupun
relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan
gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana
tersebut dalam pertimbangan di atas, selain mengajukan alat bukti tertulis,
Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut
setelah diperiksa dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan secara
terpisah, hal mana keterangan saksi saling bersesuaian dan relevan dengan
dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat maka oleh karenanya, kedua orang
saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi
sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Majelis
Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut
lebih lanjut dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat-alat
bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan
persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai
berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam
perkawinan yang sah menurut hukum;

2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai
3 (tiga) orang anak;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi
paling tidak sejak 2 (dua) tahun yang lalu atau pada tahun 2019;
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4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal saling
tidak sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa, dalam persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan
Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim
berpendapat, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah
sedemikian rupa (Broken Marriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup
rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta
dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam
sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tidak terwujud
tujuan perkawinan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana
dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 vyaitu
membentuk keluarga, rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan
rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan
firman Allah SWT. Dalam Al-Qur’an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

8358 oSl Jazs ] B0 B30l 0a30il 003 W8T 515 101 G5llE Do
095555 Dl 1§ A5 o &) 1850555

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu

rasa kasih dan sayang...... ;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan,
menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang
lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu
dengan yang lain sudah tidak ada keharmonisan lagi, sehingga Majelis Hakim
berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan
maslahat sebagaimana kaidah ushul figh yang berbunyi:

tllaodl Cd> o gl suwlas]l <50
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Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan
kemaslahatan™;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa
perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin
dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan justru akan
menimbulkan beratnya penderitaan pihak Penggugat, oleh karena itu
penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian. Sesuai dengan pendapat
ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Figih Sunnah Juz Il : 248 yang diambil alih
sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

L] lg: 2ol Jlria) cassl 3] Garaill (ialédl o callai ol az g3l ol

oVl e iolidl jxcg ..loglliol G 6 uinnll plgs aro glloiaws V

Artinya: "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim
untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila
telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana
suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan
kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat
mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya
dengan talak bain shugra";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:
379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: “suami- istri yang
tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi,
maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan
Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di
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Indonesia (KHI), oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan
Tergugat dinyatakan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak
yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf
(c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dikabulkan
dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Fathurrahman bin
Muhamad) terhadap Penggugat (Rohainilin binti Saprah);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp460.000,00 (Empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Praya pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Masehi bertepatan
dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Basarudin, S.H.l., M.Pd
sebagai Ketua Majelis, Solatiah, S.H.l. dan Fathur Rahman, S.H.l., M.S.I.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sukmaning Rahayu, S.H sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,
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Fathur Rahman, S.H.l., M.S.I.
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Basarudin, S.H.l., M.Pd

Panitera Pengganti,

Sukmaning Rahayu, S.H

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses :Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 325.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Sumpah :Rp 15.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah : Rp460.000,00

(Empat ratus enam puluh ribu rupiah)
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